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 kaifa =كْيَف qāla =قبَل kataba =كـتََت
 ḥaula =حْوَل  qīla=قـْيَل su'ila =سِئَل
  yaqūlu =يُـقْوُل  yażhabu = يْذَهُت 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya 

pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi dan legalitas 

tanah wakaf yang berpotensi menimbulkan konflik wakaf keluarga. 

Banyak masyarakat masih melakukan wakaf secara lisan tanpa 

pencatatan resmi sehingga menyebabkan ketidakjelasan status hukum 

tanah wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi 

penyuluhan tanah wakaf dalam rangka menghindari konflik wakaf 

keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pesisir Barat perspektif 

hukum Islam, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian lapangan (field research).  

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Sumber data primer diperoleh dari pihak BWI, Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Way Krui, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa 

Banjar Agung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, 

dokumen, dan peraturan perundang-undangan terkait wakaf. Analisis 

data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyuluhan tanah 

wakaf oleh BWI Kabupaten Pesisir Barat bersama KUA Kecamatan Way 

Krui dilakukan melalui sosialisasi, pengajian, pelayanan langsung, dan 

pendampingan administrasi wakaf. Penyuluhan tersebut memberikan 

dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai 

pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikasi tanah wakaf, dan 

legalitas wakaf guna menghindari konflik keluarga.  

Dalam perspektif hukum Islam, penyuluhan tanah wakaf sejalan 

dengan prinsip menjaga harta (hifz al-mal) dalam maqashid syariah. 

Faktor pendukung pelaksanaan penyuluhan meliputi kerja sama antara 

BWI, KUA, tokoh agama, dan pemerintah desa, sedangkan faktor 

penghambatnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat, masih 

kuatnya budaya wakaf secara lisan, serta kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf. 

 

Kata Kunci: Penyuluhan Wakaf, Tanah Wakaf, Konflik Wakaf 

Keluarga, Badan Wakaf Indonesia, Hukum Islam. 
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ABSTRACT 

This research was motivated by the low level of public 

understanding regarding the importance of waqf land administration and 

legality, which has the potential to cause family waqf conflicts. Many 

people still perform waqf verbally without official registration, resulting 

in the unclear legal status of waqf land. This study aims to examine the 

implementation of waqf land counseling in preventing family waqf 

conflicts conducted by the Badan Wakaf Indonesia of West Pesisir 

Regency from the perspective of Islamic law, as well as to identify the 

supporting and inhibiting factors in its implementation. This study 

employed a qualitative approach using field research methods.  

Data were collected through observation, interviews, and 

documentation. Primary data were obtained from BWI, the Office of 

Religious Affairs (KUA) of Way Krui District, community leaders, and 

the people of Banjar Agung Village. Meanwhile, secondary data were 

obtained from books, journals, documents, and laws and regulations 

related to waqf. The data were analyzed descriptively using a qualitative 

approach with an inductive reasoning method. The results of the study 

indicate that the implementation of waqf land counseling by BWI of West 

Pesisir Regency in collaboration with the KUA of Way Krui District was 

carried out through socialization activities, religious gatherings, direct 

services, and assistance in waqf administration. The counseling had a 

positive impact on increasing public understanding regarding the 

importance of the Waqf Pledge Deed (AIW), waqf land certification, and 

waqf legality in order to prevent family conflicts. From the perspective 

of Islamic law, waqf land counseling is in line with the principle of 

protecting property (hifz al-mal) in maqashid sharia.  

Supporting factors in the implementation of the counseling 

include cooperation between BWI, KUA, religious leaders, and the 

village government, while the inhibiting factors include the low level of 

public understanding, the persistence of verbal waqf culture, and the lack 

of public awareness regarding the importance of waqf land certification. 

 

Keywords: Waqf Counseling, Waqf Land, Family Waqf Conflict, 

Indonesian Waqf Board, Islamic Law. 
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MOTTO 

 

َ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْمَانََتِ إِلََٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيَْْ النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا َ  ۞ إِنَّ اللََّّ بِِلْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللََّّ
يعًا بَصِيراً َ كَانَ سََِ ا يعَِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللََّّ  نعِِمَّ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di 

antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. 

Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisā' 

[4]: 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

ix 
 

PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi 

penulis untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini. Dengan segenap rasa 

cinta dan kasih, penulis persembahkan Karya Artikel Ilmiah ini untuk: 

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Ikromuddin dan Ibu Dian Safitri, 

yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, 

dukungan, serta semangat tanpa henti kepada penulis. Terima 

kasih atas setiap perjuangan, kerja keras, dan cinta tulus yang 

selalu mengiringi langkah penulis hingga sampai pada tahap ini. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, 

umur panjang, serta keberkahan dalam setiap langkah Ayah dan 

Bunda. Aamiin. 

2. Saudara kandung tercinta, Ahmad Kiki Farel, beserta keluarga, 

yang selalu memberikan doa, perhatian, dukungan, dan semangat 

kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas 

segala bantuan, ketulusan, dan motivasi yang telah diberikan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, 

kebahagiaan, kelancaran rezeki, dan keberkahan untuk kalian 

semua. Aamiin. 

3. Almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung, yang telah 

menjadi tempat penulis menimba ilmu, pengalaman, dan 

membentuk perjalanan intelektual serta pribadi penulis. Terima 

kasih atas segala pembelajaran dan pengalaman berharga yang 

diberikan selama proses pendidikan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

x 
 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil 

program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah. 

Selama menjadi mahasiswi di Fakultas Syariah turut menjadi salah satu 

mahasiswi yang berkembang dibidang akademik maupun non 

akademik. 

 

Bandar Lampung, 20 Mei 2026 

 

 

Ahmad Dani 

NPM. 2221010148 

  

1. TK Aba, pada 2008-2009 

2. SDN 1 Sukarami, pada 2010-2016 

3. MTSN 1 Lampung Barat, pada tahun 2016-2019 

4. SMAN 2 Liwa, pada tahun 2019-2022 

5. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di 

                                    RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis Penulis bernama Ahmad Dani, lahir di Sukarame pada tanggal 

04  September  2004,  penulis  merupakan  anak  Pertama  dari  dua 

bersaudara.  Orang  tua  penulis  bernama  Ikromudin  dan  Dian 

Safitri. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut: 



 

 

 

xi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji dan syukur tidak hentinya penulis 

panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat 

dan karunia tiada tara, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan judul “Implementasi 

Penyuluhan Tanah Wakaf Dalam Rangka Menghindari Konflik 

Wakaf Keluarga Oleh Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Kabupaten 

Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Banjar 

Agung KUA Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)” 

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada 

Nabi agung yaitu Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan 

pengikutnya semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu 

mendapatkan syafa'atnya. Suatu keharusan bagi penulis untuk 

menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam proses penyelesaian artikel ilmiah ini, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis 

mengucapkan terimakasih kepada:  

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor 

UIN Raden Intan Lampung. 

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

UIN Raden Intan Lampung. 

3. Bapak Dr. H. Muhammad Jayus, M.H.I. Selaku Ketua Prodi 

Hukum Keluarga Islam. (Akhwal Syakhsiyah) 

4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.Selaku Pembimbing I 

dan Bapak Dr. Ahmad Fuzan,. S.H.I., M.H. Selaku Pembimbing 

II, yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan 

artikel ilmiah ini. 

5. Sivitas Akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 

6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung. 

7. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam Raden Intan 

Lampung angkatan 2022 terkhusus teman-teman HKI E. 

8. Terakhir, penulis ingin menghadiahkan apresiasi terdalam 

kepada diri sendiri, Ahmad Dani. Terima kasih telah bertahan di 

tengah lelah, memilih tetap melangkah saat ragu, dan memeluk 



 

 

 

xii 
 

diri sendiri ketika tidak ada tempat bersandar. Setiap proses yang 

dijalani bukanlah hal yang sia-sia. Semoga ke depan langkahmu 

dipenuhi ketenangan, keberanian, dan kasih sayang sebagai 

balasan atas segala usaha dan doa yang telah kau titipkan dalam 

perjalanan ini.  

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka dari 

itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan dan 

saran yang bersifat membangun, semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin. 

 

Bandar Lampung, 20 

Mei 2026  

 

Ahmad Dani 

NPM. 2221010148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

xiii 
 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN SAMPUL ........................................................................ i 

PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................................ ii 

ABSTRAK .......................................................................................... iii 

ABSTRACT ...................................................................................... iiv 

SURAT PERNYATAAN ..................................................................... v 

LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................. vi 

LEMBAR 

PENGESAHAN…………………………………………………….vii 

MOTTO ............................................................................................. vii 

PERSEMBAHAN .............................................................................. ix 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................. xi 

KATA PENGANTAR ........................................................................ xi 

DAFTAR ISI .................................................................................... xiii 

 

ARTIKEL ILMIAH 

Abstrak ............................................................................................ 1 

Pendahuluan ................................................................................... 2 

Metode Penelitian ........................................................................... 6 

Hasil dan Pembahasan ................................................................... 7 

Penutup ......................................................................................... 13 

Daftar Pustaka .............................................................................. 14 

 

LAMPIRAN ..................................................................................... .17



 

 

1 
 

IMPLEMENTASI PENYULUHAN TANAH WAKAF DALAM RANGKA  

MENGHINDARI KONFLIK WAKAF KELUARGA OLEH BADAN  

WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN PESISIR BARAT  

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

(Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat) 

 

Ahmad Dani, Relit Nur Edi, Ahmad Fuzan 

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Email: ahmaddani04215@gmail.com 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman 

masyarakat mengenai pentingnya administrasi dan legalitas tanah 

wakaf yang berpotensi menimbulkan konflik wakaf keluarga. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyuluhan 

tanah wakaf dalam rangka menghindari konflik wakaf keluarga oleh 

Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pesisir Barat perspektif hukum 

Islam, faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). 

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyuluhan tanah wakaf 

oleh BWI Kabupaten Pesisir Barat bersama KUA Kecamatan Way Krui 

dilakukan melalui sosialisasi, pengajian, pelayanan langsung, dan 

pendampingan administrasi wakaf. Penyuluhan tersebut memberikan 

dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai 

pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikasi tanah wakaf, dan 

legalitas wakaf guna menghindari konflik keluarga. Perspektif hukum 

Islam, penyuluhan tanah wakaf sejalan dengan prinsip menjaga harta 

(hifz al-mal) dalam maqashid syariah. Faktor pendukung pelaksanaan 

penyuluhan meliputi kerja sama antara BWI, KUA, tokoh agama, dan 

pemerintah desa, sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya 

pemahaman masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya sertifikasi tanah wakaf. 

Kata Kunci: Penyuluhan Wakaf, Tanah Wakaf, Konflik Wakaf 

Keluarga, Badan Wakaf Indonesia, Hukum Islam 

mailto:ahmaddani04215@gmail.com
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Abstract 

This study was motivated by the low level of public understanding 

regarding the importance of the administration and legal status of waqf 

land, which has the potential to cause family waqf disputes. The study 

aims to examine the implementation of waqf land counseling in 

preventing family waqf conflicts conducted by the Indonesian Waqf 

Board (BWI) of West Pesisir Regency from the perspective of Islamic 

law, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. This 

research employed a qualitative approach with a field research design. 

Data were collected through observation, interviews, and 

documentation. The results show that the implementation of waqf land 

counseling by BWI of West Pesisir Regency in collaboration with the 

Office of Religious Affairs (KUA) of Way Krui District was carried out 

through socialization programs, religious gatherings, direct public 

services, and assistance in waqf administration. The counseling 

activities had a positive impact on increasing public awareness of the 

importance of the Waqf Pledge Deed (AIW), waqf land certification, 

and waqf legality in preventing family conflicts. From the perspective 

of Islamic law, waqf land counseling is in line with the principle of 

protecting property (hifz al-mal) within the framework of maqasid al-

shariah. Supporting factors include cooperation among BWI, KUA, 

religious leaders, and village government officials, while inhibiting 

factors include the low level of public understanding and limited public 

awareness regarding the importance of waqf land certification. 

Keywords: Waqf Counseling, Waqf Land, Family Waqf Conflict, 

Indonesian Waqf Board, Islamic Law. 

 

A. PENDAHULUAN 

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam 

yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

kesejahteraan umat melalui penyediaan sarana ibadah, 

pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya (Rachel, 

Sitepu, dan Napitupulu, 2024). Agar manfaat wakaf dapat 

berlangsung secara berkelanjutan, pengelolaan wakaf harus 

dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hukum 

positif sehingga memberikan kepastian hukum terhadap harta 
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benda wakaf serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian 

hari (Rafid dan Yusuf, 2020). Di Indonesia, pengaturan 

mengenai wakaf telah diatur secara khusus dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ketentuan 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Fitri, Alauddin, dan 

Rungkel 2022).  

Meskipun regulasi mengenai wakaf telah diatur 

melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, praktik 

pengelolaan tanah wakaf di berbagai daerah masih menghadapi 

berbagai permasalahan. Salah satu persoalan yang sering 

ditemukan adalah pelaksanaan wakaf secara lisan tanpa Akta 

Ikrar Wakaf (AIW), tidak dilakukan pencatatan administrasi, 

serta belum diterbitkannya sertifikat tanah wakaf. Kondisi 

tersebut menyebabkan status hukum tanah wakaf menjadi tidak 

jelas dan berpotensi menimbulkan konflik antara nadzir, wakif, 

maupun ahli waris. 

Berdasarkan hasil pra-penelitian di Desa Banjar Agung 

Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat ditemukan 

masih terdapat tanah wakaf yang dilakukan secara lisan tanpa 

dilengkapi Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat wakaf. 

Akibatnya, setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli waris 

mempertanyakan kembali status kepemilikan tanah tersebut 

dan menganggapnya sebagai bagian dari harta warisan. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya administrasi wakaf masih menjadi 

penyebab utama munculnya konflik wakaf keluarga. 

Dalam upaya mencegah terjadinya konflik wakaf, 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tugas melakukan 

pembinaan terhadap nadzir, pengembangan perwakafan, serta 

memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara 

wakaf yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan 

peraturan perundang-undangan. Penyuluhan menjadi salah satu 

bentuk implementasi tugas BWI untuk meningkatkan 
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pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Akta Ikrar 

Wakaf, sertifikasi tanah wakaf, dan tertib administrasi wakaf. 

Namun, efektivitas penyuluhan tersebut masih perlu dikaji, 

khususnya pada daerah yang masih didominasi praktik wakaf 

secara tradisional. 

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas 

pengelolaan wakaf, legalitas tanah wakaf, maupun 

penyelesaian sengketa wakaf. Namun, penelitian yang secara 

khusus mengkaji implementasi penyuluhan tanah wakaf oleh 

Badan Wakaf Indonesia sebagai upaya preventif dalam 

mencegah konflik wakaf keluarga, khususnya di Kabupaten 

Pesisir Barat, masih sangat terbatas. Penelitian ini penting 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

penyuluhan yang dilakukan BWI, faktor pendukung dan 

penghambatnya, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip 

Hukum Islam. 

Tanah wakaf memiliki nilai strategis karena sifatnya 

yang tetap dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang untuk 

kepentingan masyarakat (Christianto 2022). Akan tetapi, dalam 

praktiknya masih banyak ditemukan persoalan terkait 

pengelolaan tanah wakaf di tengah masyarakat (Birahmat dan 

Farlina 2020). Salah satu permasalahan yang sering muncul 

adalah adanya wakaf tanah yang dilakukan secara lisan tanpa 

pencatatan administratif yang jelas dan tanpa sertifikasi resmi 

(Puspita dkk. 2022). 

Kondisi tersebut menyebabkan tanah wakaf rentan 

menimbulkan sengketa, baik antara ahli waris, pengelola 

wakaf, maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap tanah 

tersebut. Permasalahan konflik wakaf keluarga pada umumnya 

terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai 

hukum wakaf, prosedur administrasi wakaf, dan pentingnya 

legalitas tanah wakaf.  

Pasal 17 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf harus dituangkan dalam 

Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan didaftarkan kepada instansi yang 

berwenang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta 
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benda wakaf. Ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut 

berpotensi menimbulkan konflik hukum dan perselisihan 

keluarga di kemudian hari. Diperlukan adanya edukasi dan 

penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara wakaf yang 

benar sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Peran strategis dalam pembinaan dan 

pengelolaan wakaf di Indonesia dijalankan oleh Badan Wakaf 

Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  

Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Desa Banjar 

Agung Kecamatan Way Krui, masih ditemukan praktik wakaf 

tanah yang dilakukan secara tradisional tanpa administrasi 

yang lengkap. Berdasarkan hasil pra penelitian, sebagian 

masyarakat masih melakukan wakaf hanya secara lisan dan 

belum memiliki Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat wakaf. 

Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah wakaf.  

Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai 

prosedur wakaf juga dipengaruhi oleh kurang optimalnya 

penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat. Beberapa 

nadzir masih belum memahami tata kelola administrasi wakaf 

secara profesional, sehingga pengelolaan tanah wakaf 

dilakukan secara sederhana tanpa dokumentasi yang memadai. 

Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BWI 

Kabupaten Pesisir Barat bersama Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Way Krui dalam memberikan pembinaan 

dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya 

pengelolaan tanah wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam dan hukum positif. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis implementasi penyuluhan tanah wakaf 

yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pesisir 

Barat dalam mencegah konflik wakaf keluarga, 

mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaannya, serta menganalisis implementasinya 

berdasarkan perspektif Hukum Islam.  



 

 

6 
 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian lapangan (field research) (Moleong 

2017). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Banjar Agung dan 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Krui 

Kabupaten Pesisir Barat. Sumber data dalam penelitian ini 

terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari tiga informan melalui wawancara dan observasi 

terhadap Kepala KUA Kecamatan Way Krui, Wakif, dan 

nadzir.  

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa 

buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-

undangan, arsip. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono 2015).  

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui 

secara langsung pelaksanaan penyuluhan tanah wakaf dan 

permasalahan konflik wakaf keluarga.  

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan 

menggunakan pola berpikir induktif, yaitu menganalisis fakta-

fakta khusus yang ditemukan di lapangan kemudian ditarik 

menjadi kesimpulan yang bersifat umum (Creswell 2014). 

Proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan 

dengan cara mengelompokkan data berdasarkan fokus 

penelitian yaitu implementasi penyuluhan, bentuk 

pendampingan BWI, faktor pendukung dan penghambat, 

kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam. 

Data yang telah dianalisis kemudian dikaji 

menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya konsep 

maqāṣid al-syarī'ah dengan menitikberatkan pada prinsip ḥifẓ 

al-māl sebagai landasan dalam menilai implementasi 

penyuluhan tanah wakaf. Untuk menjaga keabsahan data, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi 

metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, 

dan dokumentasi (Silverman 2016). 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka 

Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) Kabupaten Pesisir Barat Perspektif 

Hukum Islam 

Tabel 1. Data Konflik Wakaf Keluarga di Desa Banjar Agung 

Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat 

No Nama 

Wakif 

Ahli 

Waris 

Nadzir Luas Tanah Lokasi 

Tanah 

Wakaf 

Tahun 

Wakaf 

Keterangan 

1 Bapak 

M 

Anak 

dan cucu 

wakif 

Bapak 

Saiful 

± 500 m² Desa 

Banjar 

Agung, 

Kecamatan 

Way Krui 

2015 Terjadi 

perbedaan 

pendapat 

mengenai status 

tanah karena 

wakaf dilakukan 

secara lisan dan 

belum memiliki 

Akta Ikrar 

Wakaf (AIW). 

2 Bapak 

A 

Anak 

dan 

saudara 

wakif 

Nadzir 

setempat 

± 750 m² Desa 

Banjar 

Agung, 

Kecamatan 

Way Krui 

2017 Ahli waris 

mempertanyakan 

status tanah yang 

telah digunakan 

untuk 

kepentingan 

ibadah karena 

belum memiliki 

sertifikat wakaf. 

3 Bapak 

H 

Anak 

kandung 

wakif 

Nadzir 

Masjid 

± 1.000 m² Desa 

Banjar 

Agung, 

Kecamatan 

Way Krui 

2018 Sengketa muncul 

setelah pewakif 

meninggal dunia 

karena tidak 

terdapat bukti 

administrasi 

wakaf yang 

lengkap. 
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4 Bapak 

R 

Ahli 

waris 

keluarga 

Nadzir 

Mushala 

± 600 m² Desa 

Banjar 

Agung, 

Kecamatan 

Way Krui 

2020 Ahli waris 

mengklaim tanah 

sebagai harta 

warisan karena 

proses wakaf 

hanya dilakukan 

secara lisan. 

5 Bapak 

Y 

Keluarga 

pewakif 

Nadzir 

Desa 

± 800 m² Desa 

Banjar 

Agung, 

Kecamatan 

Way Krui 

2021 Potensi konflik 

muncul akibat 

belum dilakukan 

sertifikasi tanah 

wakaf sehingga 

status hukumnya 

dipertanyakan 

oleh ahli waris. 

 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa konflik wakaf 

keluarga di Desa Banjar Agung umumnya disebabkan oleh 

belum terpenuhinya aspek legalitas wakaf, seperti tidak adanya 

Akta Ikrar Wakaf (AIW), belum diterbitkannya sertifikat tanah 

wakaf, serta masih berkembangnya praktik wakaf secara lisan. 

Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya klaim dari ahli 

waris terhadap tanah yang telah diwakafkan sehingga 

menimbulkan konflik mengenai status kepemilikan tanah. 

Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan 

terletak pada pelaksanaan wakaf, melainkan pada lemahnya 

administrasi dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. 

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan 

Way Krui, Bapak Badrul Hisan, menjelaskan bahwa: 

“Penyuluhan tanah wakaf dilakukan untuk memberikan 

edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur wakaf yang 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan. Menurut beliau, masih terdapat 

masyarakat yang melakukan wakaf secara lisan tanpa adanya 

pencatatan resmi, sehingga sering menimbulkan perselisihan 

antar ahli waris terkait status kepemilikan tanah wakaf. Pihak 

KUA bersama BWI berupaya memberikan pemahaman kepada 
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masyarakat melalui penyuluhan mengenai pentingnya Akta 

Ikrar Wakaf (AIW), sertifikasi tanah wakaf, serta prosedur 

administrasi lainnya.” 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami 

bahwa penyuluhan tidak hanya bertujuan meningkatkan 

pengetahuan masyarakat mengenai wakaf, tetapi juga menjadi 

upaya preventif dalam mencegah munculnya sengketa wakaf 

keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan 

memiliki fungsi edukatif sekaligus memberikan perlindungan 

hukum terhadap aset wakaf melalui tertib administrasi. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakif, Bapak 

Makmur, yang menjelaskan bahwa:  

“Masyarakat mulai memahami pentingnya pencatatan tanah 

wakaf setelah adanya penyuluhan dari pihak KUA dan BWI. 

Dalam pelaksanaannya, pihak KUA membantu masyarakat 

dalam proses administrasi wakaf, seperti pembuatan Akta 

Ikrar Wakaf (AIW), pemeriksaan dokumen, hingga 

pendampingan proses sertifikasi tanah wakaf.” 

Wakif menjelaskan bahwa sebelum mengikuti 

penyuluhan, dirinya beranggapan wakaf secara lisan sudah 

cukup. Namun setelah memperoleh penjelasan dari BWI dan 

KUA, ia mengetahui pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan 

sertifikat wakaf sebagai bukti hukum untuk menghindari klaim 

ahli waris di kemudian hari.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pesisir Barat berperan 

sebagai edukator, fasilitator, dan koordinator dalam 

penyelenggaraan penyuluhan tanah wakaf. Sebagai edukator, 

BWI memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum 

wakaf. Sebagai fasilitator, BWI mendampingi masyarakat 

dalam proses administrasi dan sertifikasi tanah wakaf. BWI 

juga melakukan koordinasi dengan KUA, pemerintah desa, dan 

nadzir dalam rangka meningkatkan tertib administrasi wakaf 

sehingga potensi konflik keluarga dapat diminimalkan. 

Budaya wakaf secara lisan yang masih berkembang di 

masyarakat menyebabkan banyak tanah wakaf tidak memiliki 
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bukti administrasi yang kuat. Kondisi tersebut sering menjadi 

penyebab munculnya sengketa tanah wakaf di lingkungan 

keluarga, terutama ketika ahli waris mempertanyakan kembali 

status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan.  

Hasil wawancara dengan Nadzir, Bapak Saiful, 

menunjukkan bahwa: 

“Penyuluhan tanah wakaf memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya legalitas wakaf. Menurut beliau, sebelum adanya 

penyuluhan, sebagian masyarakat hanya melakukan wakaf 

berdasarkan ucapan lisan dan kepercayaan keluarga tanpa 

adanya bukti tertulis. Setelah adanya penyuluhan dari BWI dan 

KUA, masyarakat mulai memahami bahwa tanah wakaf harus 

memiliki kejelasan hukum melalui pencatatan dan sertifikasi 

wakaf. “ 

Pernyataan nadzir menunjukkan bahwa penyuluhan 

telah memberikan perubahan terhadap pola pikir masyarakat. 

Masyarakat yang sebelumnya menganggap wakaf cukup 

dilakukan secara lisan mulai memahami bahwa kepastian 

hukum melalui AIW dan sertifikasi merupakan bagian penting 

dalam menjaga keberlangsungan fungsi sosial tanah wakaf. 

Perspektif hukum Islam, wakaf merupakan akad 

tabarru’ yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik 

kembali setelah diikrarkan secara sah (Nor Muhamad et al., 

2015). Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat jangka 

panjang bagi kepentingan umat dan harus dikelola secara 

amanah sesuai dengan tujuan pewakif (Zaldi dan Tanjung 

2023). Pencatatan dan administrasi wakaf menjadi bagian 

penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi sosial 

wakaf serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian 

hari (Zahro et al., 2025). Anjuran untuk menafkahkan 

sebagian harta di jalan Allah dijelaskan dalam firman Allah 

SWT dalam Surah Ali Imran ayat 92: 

َ بِهٖ عَلِيْم   وْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّّٰٰ بُّ حِ
ُ

ا ت ى تُنْفِقُوْا مَِِّ بِرَّ حَتّٰ
ْ
وا ال

ُ
نْ تنََال

َ
 ل
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“Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang 

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92). 

  

Ayat tersebut menunjukkan bahwa wakaf merupakan 

salah satu bentuk pengorbanan harta yang memiliki nilai ibadah 

dan kemaslahatan bagi umat. Pentingnya pencatatan dan 

administrasi dalam suatu muamalah juga dijelaskan dalam Al-

Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282: 

مْ 
ُ
تُبْ بَّيْنَك

ْ
يَك

ْ
تُبُوْهُۗ وَل

ْ
ى فَاك سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
ٰٓى ا مَنُوْْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
  يٰٓا

عَدْلِِۖ  
ْ
ٌۢ بِال اتِب 

َ
 ك

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282). 

 

Ayat tersebut dapat dipahami sebagai dasar pentingnya 

pencatatan dalam setiap bentuk transaksi atau perjanjian, 

termasuk wakaf, agar memiliki kejelasan hukum dan 

menghindari perselisihan di kemudian hari. Pelaksanaan 

penyuluhan tanah wakaf yang dilakukan oleh BWI Kabupaten 

Pesisir Barat bersama KUA Kecamatan Way Krui sejalan 

dengan prinsip maslahat dalam hukum Islam, yaitu menjaga 

harta (hifz al-mal) dan mencegah terjadinya mudarat berupa 

konflik keluarga akibat ketidakjelasan status tanah wakaf. 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi 

penyuluhan yang dilakukan oleh BWI Kabupaten Pesisir Barat 

telah mencerminkan prinsip ḥifẓ al-māl dalam maqāṣid al-

syarī'ah karena bertujuan menjaga keberadaan harta wakaf agar 

tidak menjadi objek sengketa keluarga. Penyuluhan dan 

pendampingan administrasi juga merupakan bentuk maṣlaḥah 

mursalah, yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat 

melalui kepastian hukum atas tanah wakaf meskipun tidak 

diatur secara eksplisit dalam nash (Hakimah et al., 2022).  
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Implementasi penyuluhan tanah wakaf masih 

menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi 

rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat 

mengenai hukum wakaf, masih kuatnya budaya wakaf secara 

lisan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

sertifikasi tanah wakaf, serta keterbatasan sosialisasi yang 

dilakukan secara berkelanjutan.  

Implementasi penyuluhan dilaksanakan melalui 

beberapa tahapan, yaitu perencanaan materi penyuluhan, 

pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di masjid, balai 

desa, dan forum pengajian, serta pendampingan administrasi 

bagi masyarakat yang akan mewakafkan tanah. Pendampingan 

tersebut meliputi pemeriksaan dokumen kepemilikan tanah, 

penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW), koordinasi dengan 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), hingga proses 

pengajuan sertifikat tanah wakaf. Penyuluhan yang dilakukan 

tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memberikan 

pendampingan administratif kepada masyarakat. 

Perspektif maqāṣid sharī‘ah, hambatan tersebut 

menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap ḥifẓ al-

māl (perlindungan harta), karena tanah wakaf yang tidak 

memiliki legalitas yang jelas berpotensi menimbulkan 

sengketa, penyalahgunaan, maupun hilangnya fungsi sosial 

wakaf. Penyuluhan dan sertifikasi wakaf juga berkaitan dengan 

ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama), sebab wakaf merupakan 

instrumen ibadah sosial yang bertujuan mewujudkan 

kemaslahatan umat secara berkelanjutan (Faisal et a., 2024).  

Implementasi penyuluhan belum berjalan secara 

optimal. Rendahnya pemahaman masyarakat menyebabkan 

masih banyak wakif yang menganggap wakaf secara lisan telah 

memenuhi ketentuan agama sehingga mengabaikan aspek 

administrasi. Akibatnya, ketika wakif meninggal dunia, ahli 

waris berpotensi mengklaim kembali tanah yang telah 

diwakafkan karena tidak adanya bukti hukum yang kuat. 

Adapun faktor pendukung dalam implementasi 

penyuluhan tanah wakaf antara lain adanya kerja sama antara 
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BWI, KUA, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam 

memberikan edukasi kepada masyarakat. Dukungan tokoh 

masyarakat dan tokoh agama juga menjadi faktor penting 

dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya legalitas wakaf. 

Sinergi antara BWI, KUA, pemerintah desa, dan tokoh 

agama menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas 

penyuluhan. Kolaborasi tersebut memudahkan penyampaian 

informasi kepada masyarakat sekaligus mempercepat proses 

pendampingan administrasi wakaf sehingga tujuan penyuluhan 

untuk mencegah konflik wakaf keluarga dapat lebih mudah 

tercapai. 

  

D. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi 

penyuluhan tanah wakaf dalam rangka menghindari konflik 

wakaf keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pesisir 

Barat perspektif hukum Islam di Desa Banjar Agung 

Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, pelaksanaan 

penyuluhan telah diimplementasikan melalui kegiatan 

sosialisasi, pengajian, pelayanan konsultasi, serta 

pendampingan administrasi wakaf yang meliputi pembuatan 

Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan proses sertifikasi tanah wakaf.  

Selain berperan sebagai pemberi edukasi, BWI juga 

berperan sebagai fasilitator dan koordinator dengan bekerja 

sama bersama Kantor Urusan Agama (KUA), nadzir, tokoh 

agama, dan pemerintah desa dalam meningkatkan tertib 

administrasi wakaf serta meminimalisasi potensi konflik wakaf 

keluarga. Implementasi penyuluhan tersebut memberikan 

dampak positif terhadap meningkatnya pemahaman 

masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah wakaf. 

Pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih 

terdapat hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, 

kebiasaan melakukan wakaf secara lisan, serta belum 

optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Ikrar 

Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf. Kondisi tersebut 
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berpotensi menimbulkan sengketa antara ahli waris dan nadzir 

apabila tidak disertai dengan administrasi wakaf yang 

memadai. 

Dalam perspektif Hukum Islam, implementasi 

penyuluhan tanah wakaf sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-māl 

dalam maqāṣid al-syarī'ah karena bertujuan menjaga dan 

melindungi harta wakaf dari sengketa, penyalahgunaan, 

maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak. Penyuluhan 

dan pendampingan administrasi wakaf merupakan bentuk 

upaya mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) melalui 

terciptanya kepastian hukum terhadap tanah wakaf sehingga 

manfaat wakaf dapat berlangsung secara berkelanjutan sesuai 

dengan tujuan syariat. 
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Lampiran 1 Analisis Metode Penelitian 

 

Analisis Metode Penelitian 

Aspek Detail 

Lokasi Penelitian Desa Banjar Agung KUA 

Kecamatan Way Krui Kabupaten 

Pesisir Barat 

Metode Penelitian Penelitian Kualitatif melalui 

pendekatan deskriftif. 

Pengumpulan Data Wawancara mendalam dengan 

aparatur perangkat kelurahan, 

serta masyarakat yang terdampak. 

Teknik Analisis Data Teknik analisis data dilakukan 

secara deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan mendeskripsikan data 

hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi mengenai 

implementasi penyuluhan tanah 

wakaf, kemudian dianalisis 

berdasarkan perspektif hukum 

Islam. 

Subjek Penelitian Kepala, Pegawai KUA dan 

Masyarakat Desa Banjar Agung 
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